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dalam Pengeloiaan don Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
Laut Menuju Pembangunan yang Berkelanjutan

Iin Solihin

1 Pendahuluan

Paradigma pembangunan vang dilaksanakan cenderung menekankan pada upaya modernisasi dalam arty
fisik yang kurang menyentuh aspek kemanusiaannya (human foce of development) dan Jdilsksanakan secara
top down. Pendekatan semacam int memberikan dampak pada terabaikannys aspiras) deeral/masyarakat
lokal, sechingga terjudi pemasungan aspirasi masyarakat dacrah secara sistematis dan selanjutuya
berimplikasi kepada pembangunan yang tidak scsual (imcompatibie) dengan aspirasi masvarakat
Kebijakun-kehijakan pemerintah vang salah arah {misleading) menyebabkan kegagalun pembangunan
dalam  memingkatkan  kesejahteraan masyarakat, dengan terjadinya kerusukan sumberdova alam,
memperlebar kesenjangan tingkat kehidupan antar kelompok masyarakat, bahkan telah menciptakan
kekevewann-kekecewaan bagr masyarakat daerah vang bermuara pada keinginan untuk memisahkan din
dari Republik Indonesia.

Penckanan terhadap aspek ekonomi dalam pelaksanaan pembangunan telah mengabaikan aspek-aspek non
ckononn vang yustru sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Aspek tersebut meliputi etika, luta
nilal, sikap-sikap, taktor kelembagaan yang ada dalam masyarakat, serta aspek ckosistem (lingkungsn) di
wilayah saswran pembangunan. Padahal aspek yang menvangkut tata nilai kultural dalam wilayvah terientu
merupahan hasil interaksy vang cukap lama antara kegiatan masyarakat dengan ekosistern alamnya yang
matmpu wemperlshankan keberadasn suatu masyarakal, Aspek ekonotni non material in tercermin dalam
pengelahuan tradisional (rraditional mowledge) masyarakat komunal lokal yang mengandung maslahat
(virtue) dengan keantan vang sangat dibutuhkan sebagal landasan pembangunan wilayah secara
berkelanjutan (sustainable development).  Pengubuian terhadap wspek ini menghasilkan kebijakan
pembangunan yang kehilangan kearifan sehinggs berdampak pada kegagalan pembungunan.  Hal ini
tercermin dari husil pembangunan yang cenderung merusak sumberdaya alam dun lingkungan, terjadinya
proses pemiskinan sebagian segmen masyarakat dan Kesduan i tidak sesuai dengan harapan sebagian
besar masvarakat.

Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai perscalan tersebut di atas diperfukan suatu pendekatan baru
dalam melakukan tindakan kebijukan dan perencanaan pembangunan wilaysh schingga program-program
pembangunan tersebut dapat diterima oleh masyarakat vang lercermin dan tingginya tingkal partisipasi
masyarakat dalam pembangunan, kemampuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta
inentamin keberlanjutan kehidupan manusia dan makhluk lainnya secara keseluruhan. Pendekatan yang
dimaksud adalah pendekatun pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara sistem ckonomd,
sosial dan ekologi sehingga pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai.

[ sist lain, masvarakat tradisional —yang sering diidentikan dengan keterbelakangan dan kebodohan -
temyata mempunyal berbagai kearifan dalam proses pembangunannya terutama datam pemanfaatan dan
pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan  Kehidupan mereka yang cenderung beradaptasi dengan
lingkungun Jeltyh memberikan aspek keberlanjutan daripada pembangunan yang selama ini dilakukan
masyarakat “modemn” vang cenderung lebih chsploitalif terhadap sumberdaya alam vang ada.  Cara
pandang mercka dalam menilal kehidupan dan tingkat kesejuhtersan tidak semats didasarkan pada
paramneter-parameter vang bersifat material yang [ustru selama ini dijadikan parameter kehidupun
masyarakat “modermn”™ Mereka lebih menekankan pada aspek-aspek kemasyarakatan dan menjaga
keseimbangan hubungan dengan scsuma manusia maupun dengan lingkungannya.  Cara pandang dan
perilaku semacam 1tu, Justru dalam perjalanannys memberikan keberlany utan bagi keberadaan sumberdaya
alam mavpun bugi pembangunan itu sendiri

Masyarakat pesisir yang scbagian besar bermata pencahartan sebhagai nelayan lelsh lama pula mengenal
berbagai pengetahuan tradisional dalam pengelolaan dan pemantaatan sumberdaya perikanan laut. Hampic
sebugiun besar masyarakat pesisit di Indonesia mempunyal pengetahuan tradisional yang berbeda-beda
terganiung pada karaKtersstik wilayah dan budava setempat.
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Namun demikian, seiring dengan perkembangan jaman, pengetahuan tradisional 1t semakin memudar
digantikan dengan pola-pola pengelolaan dan pemanfaatan yang lebih eksploitatif dan bersifat jangka
pendek. Hal ini menyebabkan timbulnya berbagai degradasi sumberdaya perikanan laut seperti terjadinya
over fishing, kerusakan daeral penangkapan dm lain-lain. Olehkarena itu, kiranya perlu suatu pcmikirnn
untuk mengangkat kearifun-Kearifan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan laut yang
berkembang di masyatukat tu dan memformulasikannyz ke dalam paradigma/kebijakan pembangunan
perikanan nasional. Apahila hal tersebut dapat terwujud, tidak hanya sumherdaya ikan dan lingkungannya
akun terjamin keberlanjutannya, tetapi lebih dari ity usaha penangkapan it sendin menjadi terjamin.

2 Bchcrapa pengetahuan tradisional dalam pengelolaan sumberdayaperikanan laut
21  Adat Seke di Kabupaten Sangihe Talaud Sulawesi Utara

Wahyono et al. (1992} dalam Satois (2002) mengatakan bahwa masyarakat Para membentuk scbuah
kelompok nelayan vang diben nama seke.  Dulum operasinya, kelompek ini menetrapkan konsep
penungkapan ikan yang ekslusit  Dalam aru babwa terdapat kaitan antara satu lokasi dengan satu jenis alat
tungkap. Dalam kelompok teke terdapat juga pengaturan operast di tempat-tempat penangkupan vang
dilukukan secara bergilir. Jikalerdapat pelanggaran lokusi. pihak yang melanggar dikenakan sanksi ganti
rugi berupa 5-10 suk semen atau uang senilal baranp terscbul.  Baranp inil nantinya digunakan untuk
keperluan pembangunan gereja atuu fusilitas umum laisnys di Desa Para.  Lobih laput Wahyouio
mengatakan bahwa pelajaran yang dapat diambil dari sistem seke ini adalah (i) seke mengatur sekelompok
masyarakat untuk senantiasa memberikun perhatian kepuda distribusi Jan alokasi pemantiuatan sumberdaya
ikan kepada seluruh anggota masyarakat Hal i tercermin pada pembagian wakiu dan lokasi untuk sctiap
kelompok seke dulam satu periode waktuy (misalnya satu minggu) Dengun demikian dapat terhinder dar
konflik pemantaatan, (ii) seke juga mengajarkan pentingnya kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari.
Hal uu dapat dilihat diri sistern bagi hasil yang ditcrapkan, dimana seluruh komponen masvirakat
mendapat bagi hasi) dan penungkapan ikan yang diperoleh sebuah krlompok seke tertentu  Sistem bagi
hasil itu, minimal didasarkan puda empat pertimbungan, vaitu (i)bagi hasil diberikan kepada wargs desa
yang telah berkeluarga (lermasuk janda‘duda), (i1 bagt hasil untuk warga desa vang beium berkeluarga,
(iii) hagi hasil yuny didasarkan puda status sosial tertentu, seperti kepala desa, guru, pendeta, perawat dan
lain-lain, dan {1v) bagi hasi] vung diberikan berdasarkan status keanggotaan dalam seke. Hul ini beraiti
telah ada pemerataan pendapatan yang kuat di kalangan masvarakat,

22 Adat Sas di Desa Neloth Kabupaten Maluku Teagah

Sas1 merupakean kesepakatan tradisional tentang pemanfaatan sumherdayaalam yang disusun masyarakat
dan disahkan oleh mekanisme struktural yang ada di desa. Bersamasn dengan keputusan tersebut juga
diatur tentang pelarangan sasi. Zona Sasi meluputi areal seluas [25.000 m2 pada pesisir pantai dengan
panjang 2,5 km mulai duri pamai Umnisin sampai pantai Wallessy. Adapun ke arah laut, zona ini mulay dan
surit terendah sampail kedalaman 25 meter. Dengan demikian, scbuah 2onu 3asi merupakan daerah tetbatas
bagi permanfaatan sumberdaya alam laut vang sepenuhnya diatur melafw peraturan sasi (Satria ef af. 2002),
Di dalam sas: diatur pulamekanisme sanksi juka terjadi pelanggaran-pelanggaran  Pihak yang melakukan
pelanggaran akan Jitangkap dan dijatuhi sanksi dengun vara membayar denda. Besamnya denda diatur
secara tertulis, dengan ketentuan seperti disajikan pada Tabel |,

23  Rompong di pesisir Sulawesi Selatan

Secara teknis, rompeng merupakan alat pengumpul ikan {fish agregating device) yang memungkirkan ikan
berkumpu} pads daerah pemangkapan tertentu. Secara kelemubagaan, sebagaimana dikatakan Satria es al.
(2002) bahwa tradisi rompong merupakan tradisi yang mengarah pada pemberian hak pengelolaan atau
pemanfaatan sumberdayu perikanan di suatu kawasan yang batas-batasnva ditentukan berdasarkan
kesepakatan adat  Dalam praktiknya, persiran di sekitar rornpong diklaim pemilik rompong scbagaimana
layaknya hak milik. Konsekuensinya adulsh dalam radius kurang lebih satu hektar, tidak seorangpun
menangkap ikan tanpa izin dari pemihk rompong. Saad (1994) dulom Satria ef af. (2002) mengatakan
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bahwa nelayan yang memiliki rompong tersebut. memasang rompong secara berkelompuk. Pada
kelompok tersebut, setiap nelayan rata-rata memiliki lima atau enam unit. Besarnya kelompok tergantung
pada lingkungan perairan yang mereka nils1 memzlika potenst yang besar. Lebih lanjut dikatukun bahwa
klaitn penguasaan para pemilik rompong, ferulama didasarkan pada kebiasaan yang turun temurun, yaitu
berupa pewarisan rompong, penghibahan dan pengakuun masyarakat atas klaim tersebut. Klaim
penguasaan perairan dinumuskan dalam bentuk hak dan kewajibannya terhadap perairan pantai, yaitu (i)
Perompong memiliki hak menguasai atas perawran untuk menangkap ikan dalam wilayah di sekitar
rompongnya. Pengecualian tethadap monopoli imi adalah penangkapan ikan oleh nelayan yang
menggunakan aat tangkap pancing (11) klaim slas perairan pantai dapat diwariskan dan dihibahkan (i)
terhadap rompong yang tidak dimanfuutkun lagi, pemilik rompong masih berhak dimintai persetujuannya
manakala ada orang yang bermaksud menangkap tkan di sekitar perairan tersebul  Adapun kewajiban para
perompong adalah (i) mernberikan kesempatan kepada orang lain untuk berlayar dalarn wilayah yang
diklaimnva, dan (ti) pihak perompong diwajibkan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk
menangkap than jika menggunakan alat tangkap pancing. Apabila terjadi pelanggaran vleh nelayan vang
bukan pemilik rompong, maka para perompong akan menyerang dan menenggelamkan kapal dan alat
tangkap yang digunakan tersebut

Tabel 1. Pengaturan Sanksi Pelanggaran Sasi her dasar kan Jenis Pelanggar an dan Besarnya Denda

. Jenis Pelanggaran Besarnya Denda (Rp)
Busng juring Utau kegiatan lain yang mengharusksn berenang dun | 25.000,-/orang
menvelam
Mengamhil bia Inla 7.500,-/buh

i Mengambil batu laga 25.000 -/buah
Mengambil capin-caping 2.500,-/buah
Mengambil tripang 1.000,-/ekor
Mengambil akar bahar dan bunga karany §5.000,-/pahon

| Mengambil batu 5.000 -/m3
Mengambul pasir 71.300,-'m3
Mengambil kerikil 10 000 -/tn3
Menangkap ikan dengan racun 100.000,-

Sumber @ Niktjuluw, 1994 dalam Satria et al (2002)

3 Prinsip prinsip efektifitas pengelolaan sumberdaya perikanan laut berbasis
pengetahuan tradisional

31 Pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan

Berbagai bencana alam dan lingkungan yang scring terjadi disebabkan karena eksploitasi sumberdayaaam
yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip pemantaatan secara berkelanjutan. Eksploitasi berdampak pada
terdegradasinya sumberdisva alam vang ada yang pada gilirannya memberikan situasi vang 1iduk kondusift
hagi eksistensi manusia fusendiri  Petnantaatan sumberdaya alam/proses pembangunan selama ini terlalu
menekankan pada sisi ckonomt dalam arty seinpit yattu tingkat pertumbuhan yang tinggi dengan proses
yung seefisien mungkin - Padabal terdapat sisi-sisi lain dari pembangunan yung perlu mendapat perhatian
vaitu aspek ckologl (daya Jukung lahan don keunckeragaman hayati) dan aspek sosial yang berupa
pengembangan Kelembagarn masvarahat dan parhisipasinyva dalam proses pembangunan. Pada akhirnya
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juan pembangunan tersebut adalah tervmjudnya pemerataan pembangunan dengan tingkat distribusi
pendapatan yang adii.

Dulam kenteks ini, maka pendekalun pengelolaan dun pemantaatan sumberdaya alam yang selama ini
bersifat senlralistik perfu diubah menjudi communal property right dalam st bahwa pemaniuatan dan
pengelolaan tersebut diserahkan kepada mekanisme yang telah ada di masyarakat, terutama hagi
masyarakat vang memiliki sistem pengelolaan yang bersifat kornunal seperti halnys masyarakat Lombek
dengan awig-uwignya, masyurakat Bali dengan sistem Subaknya, masyarakat Sangihe Talaud dengan
system sekenyi. masyarakat pesisir Sulawesi Selatan dengan sistem rompongnya, masyarakat Nelloth
Kubupaten Maluku Tengah dengan sigtem sasinya dan lain-lain  Alasan rastonal mengapa sisiem komunal
yunig perlu diterapkan adalah bahwa musyarakat lokal telah mengetahui sedemikian rupa karakteristik da
sumberdaya alam yang ada  Pengetabuan ini telah melekat pada diri mereka karena diwuriskan secara
turun-temurun - Oleh Karena | tU, sumberdaya tersebut tidak dapat dimiliki secara individu karena pemilikan
secara individu akan menimbulkan dampak cksternalitas negatif yang besar yang akan mengancam
kepentingan masyarukat [uas, seperti menimbutkan erosi, banjir, kekeringan dan lain-lain. Sumberdayy
vang demikian paling coCOK dimiliki secara bersama( cormon pool resource) dimana tatanan adat dapat
mengatur akses  seligp individu untuk memanfaatakan swnberdaya lerscbul tetapi demgan tetup
memperhatikan Kepentingan sosial yang hurus ditaati oleh setiap anggotanya.

Kondisi yang sama juga terjadi pada sumberdays perikanan laot  Sclana it sumberdayas tersebut
Jianggap scbagal open access resonrce antinva siapapun diperbolehkan untuk mengeksploias sumberdaya
tersebul tanpa ada batasan kualilas maupun kuantitasnve  Akibainva sumberdaya 1kan mengalami
degradas: vang relauf cepat  Padahal apabila ditibiat dan haraktenstiknys, symberdaya (kan merupakan
sumberdava vang dupat pulih (renewable resource). Artinva sumberdayva ini tidak akan mengalami
kepunakan apuabila pemardaclannya dikelola dengan hatk dimana aspek regenerasy dan kondisi lingkungan
diperhatikan.

Masyarakat pesisir dimana pengetahuan-pengetahoan tradisional seperti seke, sast, gwig-awag berkembang,
mereka sangat mengetahui karakteristik perairan laut dan sumberdaya ikan yang ada mulai dari musun
penangkapan, Jacrsh penanggapun. Kuwantitas stok sumberdava ikan don lain-lan. Olch karena itu
pemantiatan dan pengelolaan sumberdaya dilakuken secara komunal melajul aturan-aturan adat yang ada.
Adat sehe misalnya, mengolur jadwal operasi penangkapan dar masing-masing scke,

3.2 Keterkaitan pengetahuan tradisional dengan keberlanjutan (sustainability)

Pengetahuan tradisional merupakan baptan dan ksbudayaan masyarakat setempat.  Taylor (1971) dalam
Seekunto (2000) mengatukan batwwa kebudayaan merupakan kompleks yang mencakup pengetahuan,
keseniun, moral, hukum, adat istisdat dan lnn-lain kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan
aleh manusiz sebagat angeots masyaraket.  Scdangken unsur-unsur kebudavaan mepurnt Bronisiaw
Malimowskl mencakup sistem norma vang memungkinkan kerjasama antura para anggota masyaraket di
dalum upava menguasal alan sekitumya, orgonisas) ckonomi, alat-alal dan lembapa atay petugas
pendidikan dan organisasi kekuotan  Pengetuhuan tradisional ini merupakan hasil interaksi manusia
dengan ulum Jan lingkungunnya vang berlangsung lama dan turun (emurun, Boleh jadi pengetahuan
tradizional inl telsh ada scbeltn seseorang lahir dar masth tetap sda meskipun oramg tersebut telah
meninggal dunia. Oleh karena (tu, pengetahuan trudisional tersebut akan senantiasa melekat dalam
penlaku dan kehidupun individu-mdividu anggola masvarakat

Pemuhaman dan pengussaan fisik eckologis dengan berbagal kendala-kendala yang dihadapinya skan
melandasi dan mewarmai poia pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam din lingkungannya vang
khasferbeda dengan pola pemantastan dun pengelolaan lingkungan di tempa: Lan, Oleh sebab itu -
meskipun dengan bahasa lain - hukurn adat sasi misainya, melarang untuk melukukan perangkupan ikan
dun biota laut secara semnbarangan tanps suemperhatikan aturan adat. Ual ini didasarkan pada pemahitnan
mereks tentang aspek kelestyrian dan keberlanjutan sumberdaya ikan dan lingkungannya. Dalam adat sasi
misalnys, mereks peaham betn! apabila mengamby]l akar bahay den bunga karang akan berdampak
terganggunya kesetubangan ekosistemn yang ada yang akan berakibat menurunnya stok sumberdaya ikan
yang ada di perairan tersebut. Oleh kareny itu, mereka menerapkan sanksi vang vukup berat bagi pihak-
pihak yang melzkuban pelangraran,
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3.3  Syarat-syarat efektivitas pelaksanaan pengctahuan tradisional

P'elaksanuan pengelahuan tradisional akan dapat berjalan efektif diperlukan pengukuhan hak-hak ulayat
masyarakat setempat. Dalam rangka pengukuhan terscbut uda beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya
hak vlayat tersebut dapat berjalan efektif schagaimana yang disampaikan Anonimous {2000), vaitu :

Harus terlindung dari intervensi luar

Padu duxarnyas masvarakat komunal memiliki hak-hak Untuk menguasai dan memanfaatkan sumberdaya
alam vang ada di lingkungannya  Permasalahan muncul ketika sumberdaya milik komunal menarik minat
pihak luar termasuk pemerittah dan prhak swasta, karena ketidakjelasan (umcertainty) hak-hak vang
mengareh kepada keadaan sumberduyvd alam yang hersifat akses terbuka (quasi open access resources).
Dalam keadaan skses terbuka tersebut, maka setiap individu ingin mengambil manfast sebesar-besarmya
dari surmnberdaya tersebut, tetap tidak seorungpun mau mermelihara ke arah kelestarian sumberdaya, Dalam
hueadaan demikian, membuka peluang pemerintah dan swasta untuk mengeksploitasi sumberdaya di
wilavah tersebut, Dampak selanjutnys adalah tetjadinya proses pcmiskinan masyarakat komunal, karena
sumberdaya tersebut sering kali memadi sumber pendapatan satu-satunya yang mampu mendukung
kehidupan mereka. Oleh karena, pengukuhan hak-hak ulayat unt uk memperjelaskepemilikan sumhcrdaya
menjads kunei vang sangat penting  Ketika hak slavat hanva djakui secara seprhak ofch masyarakat yung
hersangkutan tetapi tidak diakui secara hukurn positf, maka pihak luar akan dapat mengintervensi hak
uluvat tersebut  Hak ulayat masyarakat Baduy msalnya 1elah diskui secara formal dengan diterbitkannys
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 32 Tahun 2001 Namun tiduk demikian halnya dengan beberapa
hak ulavat lan seperti yang telah dijelaskan di atas Adat seke, adat sasi dan rompong misalnya, hanya
diakui secara sepihak oleh masyarakat yang bersangkutan  Sugksi-sunksi vang diberikan juga hanya
dikenuhan kepada para pelanggar yang berasal dan masyvorakal selempat  Ketika ada pihak luar yang
mengintervensi. maka respon maksimal yvang mercka lakukan sdalah mengusis atau buhkean merusak
armada vang digunakan.

Batas-batus sumberdays harus ielas demarkasinya,

Pembuatan tanda-tunda batas wilayah teritorial vang jelas disadan penting sebagal pemagaran stas patok
yang lebih clektif. Namun demikian ternyata pembuatan pagar selain mahal biayanya, juga tidak mampu
mencegah manusia memasuki kawasan vang tclah dibatasi Teriebih lagi dengan kondisi wilayah perairan
vang tidak memungkinkan dilakukan pernatokan dan pemagaran tersebut. Oleh karena itu fungsi sosial
dari pembuatan tanda-tanda batas tersebut harus dilakukan dengan menetapkan deliniasi teritorial secars
jelas Dengan demikian, pengumuman/pemberitzhuan vang menyangkut hatas-batas tersebut harus
dilabuban secara tidak memihak (imipartial) kepada pihak-pinak lamnya  Sehingga dengan pelanggaran
butas, bilurnana tcrjadi, harus dapat menvadarkan {(dengan sanksi) bahwa mercka telah melakukan
pelenpgaran batas hak-hak teritorial suatu masyarakat kamunal. Sebaliknya, masyarakat komunal dapat
menangkal lerjadinya pelanggaran. Membuatan “pagar batas™ hak-hak ini karenanya dapat berfungsi untuk
menghindan teradinve pemukluman dari para pelanggar dun pencurian terhadap sumberdaya di Kawasan
I dibutast  Hak uluyat Haduy ditetapkan seluar 5.101 ha dengun hatas-batas yang jelas sebaimana yang
diteluskan Peraturan Daerah | adat sasi di Desa Nelloth Maluku Tengah menetapkan zonasi sasi seluas
125 000 m® pada pesisit pantai sepanjung 2,5 km dun ke arah laut sampai kedalam 25 mater (Satria ef al,
2002 . adat rompong di Sulawesi Sclatan meliputi perairan 10.000m? yang diukur secara simetris masing-
masing, sepanjang 250 meter pada satu sis1 (sejajar arus air) dan masing-masing sepuluh meter pada sisi
lainnya (Saad 1994 dafam Satnia et al. 2002).

Kriteria keangeotaan masyarakat komunal vane ielas.

Kelompok masyarakat Komunal hams mempunya: Kesepakatan antar warga Secara internal dan solid
mengenat Swpa dan apa saja yang diperbolehkan menjudi anggota mereka. Ut UK itu ditetapkan juga
krtenia kelayvakan keanggotaannys guna mencegah peningkatan jumlah keanggotaan yang senng terlalu
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tumbub dengan pesat. Kesepakatan-kesepakatan tersebut harus mengikat semua anggota masyarakat
komunal.

Harus bebas membuat pengaturan dalam adat sending,

Peraturan-peraturan yang menyangkut pemanfaatan sumberduys alam herus dapat dijadikan alat deteksi
dini unt UK membuktikan bahwa telah terjadi kerusakan maupun pemulihan surnberdayaalam. Oleh karena
itu pemanfaatan sumberdaya harus senantiass mengadaplasi peraturan-peraturan lama unt uk disesnaikan
dengan perubahan-perubahan dalam ekosistem yang terjedi, serta memanfaatkarn peluang-peluang ekonom

baru. Apabila sumberdaya milik bersama menunjukan tanda-tanda terancam, maka masyarakat konunal

dapat mengubah peraturannya agar dapal mengurangi atau bahkan menghilangkan insentif bagi setiap
anggota unt uk mengambil sebanyak mungkin keuntungan dari sumberdaya alam tersebut;

Pemanfaatan sumberdava hendaknya dilakukan secara konservatit’

Sumberdaye alam di wilayah komunal merupakan lumbung penyediaan pangan bagi anggota masyarakat
komunal. Fungsi lersebut akan berjalan efektif apabila pemanfaatan sumberdaya alam tersebut dilakukan
secara hati-hati.

Peraluran pemanfaatan harus jelas dan mudah diterangkan.

Seringkali sistem hak-hak milik bersama menetapkan bias kuantitatif tethadup jumilah praduk yang boleh
diambil setiap pemanfaat sumberdaya teritorial hak-hak kemunal. Akw fetopi bias tersebut melahirkan
komplikasi bahwa jika timbul kecurigaan mengenai tcjadinya pelanggaran, diperlukan pengukuran,
penimbangan dan diskusi antara para pemanfaat dan penjaga sumberdaya mengenist wspukah batas
kuantitatit tersehut berlaku unt uk jenisini atau jenis itu. Oleh karena itu peraturan tersebut harus jelas dan
mudah dipahami

Sanksi hukumbarus ditegakkan.
Peraturan hanya dapat begalan efektif apabila peraturan tersebut ditegakkan dengan sanksi maslahat

Distribusi hasil pemanfaatan harus adil.

Hak-hak bersama scharusnya dapet menjada suatu sistem “pembagian kesejahteraan bagi masyarakat
komunal tcrsebut™.

Biaya transaksi dalam mengatas sengkets harus rngan,

Sistem hak-hak bersuma yang berhasil mengasummsikan pasti akan terjadi bentrokan-bentrokan kecil antar
pemakai sumberdaya jika akscs kepads sumberdaya tersebut. Oleh karena itu, Unt UK mengatasi persoalan
tersebut, mereka sengaja memberikan kesempatan bagi para pemakai sumberdaya milik bersama untuk
mengungkapkan apa sa)a yang menjudi pangkal perselisihan mereka sehingga peraturan dapat dijelaskan
dan disesuaikan, jika keadaan dipandang perlu.

Institusi hendaknya berjenjang, tlekstbel dan mudah dikontrol

34  Implementasi pengetahuan tradisional dalam pembangunan

Pengetahuan trudisional merupakan nilai-nilai luhur yang felah berkembang di masyarakat. Namun
demikian seiring dengan perkembangan jaman, tentu nilai nilai tersebut perlu ada penyesuaian dengan
pengaruh dan tuntutan global saat ini.  Artinya, dalam implementasinya nilai-nilai tersebut tidak mungkin
dipertahankan sebagaimana terjadi pada waktu yang lalu seinng dJengan perkembangnya kebutuhan-
kebutuhan hidup manusia. Oleh karena itu, upaya yung perlu dilakukan adalah bagaimana nilai-nilai
tersebut mewamai dan menjadi ruh bugi pembangunan nasional khususnya dalam pengelolaan dan
pemanfastan sumberdaya perikanan. Langkuh-langkah lersebut disajikan pada Gambar 1.
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Identifikes: Pengetahuan
Tradisional Identifikasi fisik wilayah
L‘# I — |
Formulasi Kebijakan

Pelembagaan
*  Penpukuhan Hak
*  Sosialisasi
*  Law Enforcement

v

Pemberdayaan Masvarakat

_

Akses informasi
Keterlibatan dan partisipasi
Akuntabilitas

Kapasitas oruunisas: lokal

v

Pengembangan Ekonomi
Masyarakat/Komuriitas

v

Pembangunan
Berkelanjutan

Gambar L. Implementasi pengetahuan tradisional

Langhah-langkah vang kiranya dapat ditempuh udalah diuwah dengan identifikasi pengetahuan tradisional
vang herkembang di masyarakat dan kondisi fisik wilsyah dimana pengetahuan tradisional tersebut
herkembang,  Langkah selanjutnya adalah mencoba untuk menggali keterkaitan pengetahuan tradisional
terscbut dengan kondisi wilayahnya, Keterkaitan ini penting karena pengetashuan tradisional sangal erat
Kaitannya dengan perilaku masyarakat dalam mengatast kondisi sumberdaya alam yang ads, namun
demikian hal tersebut baru didasarkan pada pengalamnan yang bersifat turun temurun, bukan didasarkan
pada alasan-ulusan ilmiah. Penggalian yang dilakukan terhadap kondist fisik wilayah akan menemukan
benang merah mengapa pengetahuan tradisional tersebut betkembang, Dengan dasar ini, maka kemudian
akan dapat dirumuskan formulusi-formulasi kebijakan yang terkait dengan pengeloaan dan pemanfaatan
sumbcrduva perikanan yang ada  Formulasi kebijakan ini perlu diikuti oleh pelembagaan vang meliputi
pengukuhan hak, sosialisasi dan penegakkan hukum (Jaw enforcement) bagi pthak-pihak vang metakukan
pelanpearan
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Langkah penting selanjutnya adalah upaya pemberdayaan masyarakat lokal itu sendiri. Pemberdayaan
{enpowerment) masyarakat dicirikan oleh kemampuan untuk membuat alternatif-alternatif pilihan (freedom
of choice) dan membentuk kehidupannya sendiri. Pemberdayaan masyarakat komunal dapat memperbaike
efektifitas dun efisiensi pembangunan. Keterlibatan masyarakat puda tingkat akar rumput merupakan alat
yang ampuh untuk kegiatan produksi, pemeliharaan (maintenace) dan pengawasan (monitoring) dari
sumberdaya yang ada di tingkat lokal dimana pemerintah sendiri tidak akun mampu melakukan semua
kegiatan tersebut akibat adanya keterbatasan kemampuan (bounded ability), kekakuan kelembagaan
(institntional rigiditiesy maupun Karena adanya kerusakan-kerusakan moral (moral hazard).

Unsur kunci pemberdayaan masyarakat (komunitas) yaitu:

(1} Akses kepada informasi yang memungkinkan warga untuk bereaksi terhadap kebijukan-
kebijakan yang berkenaan dengan dirinya. Informasi tersebut dapat mencakup informasi jasa
keuangan, informasi pasar serta aturan-aturan dan hak-hak yang menyangkul Kepentingan
masyarakat.

{2) Keterlibatan dan partisipasi  dalam menentukun keputusan-keputusan yang dapat menjamin
pemanfaatan sumberdaya vang terbatas didasarkan pada pengetahuun lokal dan prioritas serta
mengarah kepada komitmen untuk terjadinya perubahan yang lebah baik. Formulasi kebijakan
yang mengarah pada keberlanjutan ditinjau dari sisi ekonomi, ekologi dan sosial hunya akan
dapat dicapai apabila setiap stakeholder yang ada dalam masyarakat dapat terlibat secara aktil di
dalam perancangan dan implementasi dari regim pemanfaotan dan pengelolaan sumberdaya
perikanan laut, Pengalaman-pengataman yang lalu buhkan masih terjudi saat int, pemanfaatan
sumberdaya alam termasuk perikanan laut yang tidak melibatkan masyarakat {komunitas) baik
pemerintah scbagai penentu dan pemaksa suatu Kebijakan maupun dengan mekanisme pasar
(dimana ada hal-hal yang menyebubkan timbulnya distorsi pasar) akan mengalami kegagalan
bahkan menimbulkan degradasi pada sumberdaya vang bersangkutan.  Dasar pemikiran
mengapy pelibatan masyarakat lokal ini penting dalam mencapai keberhasilan pembangunan
karena mereka —secara komunal- mempunyal kessdaran untuk menvumbangkan fikiran dan
tenaganya berdasarkan pada keterkaitan fungsional yang didukung oleh normas-norma sosial,
moral dan etika, scperti dalam bentuk hubungan-hubungan kekeluargaan, hubungan pekerjaun,
tempat tinggal. agama atan kesamaan tuts nilal yang dianut yang mempunyai kepentingan dan
tujuan yang sama. Ketika kepentingan-kepentingan tersebut tidak diakomodasi oleh pemerintah
dalum bentuk tidak adanva Kepastian hak (uncertain property right) terhadap pemanfaatan
sumberdaya, maka mereka akan memanfaatkannya dengan cara-cara illegal dipandang dari sisi
hukum positif.

(3) Akuntabilitas dimana para pejabat pemerintah dapat memberikan jawaban terhadap kebijakan-
kebijakan dan tindakan-tindakan mereka yang dapat mempengaruhi kepentingan masyarakat,
dan

(4) kapasitas organisas yang berksitan dengan kemampuan orang-orang untuk dapat bekerjasama,
mengerganisasikan  dan mampu memobilisasikan sumberdaya untuk memecahkan persoalan-
persoalan yang dihadapi bersama.

Langkah selanjutnys adalah upaya pengembungan ekonomi komunitus. Seperii diketahur bahwa
masyarakut lokal yang umumnya di pedesaan-pedesaan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan
tnasyarakat perkotaan. Di sana telah berkembang pranata-pranata ckonomi dan sosial secara turun-
temurun.  Oleh karena itu, ekonomi pasar yang menekankan kepada lhiberalisasinya maupun ckonomi
pemerintah pada sifat sentralistiknya tidak berjalan optimal di pedesaan. Sistem ekonomi yang dibangun
hendaknya dsdasarkun puda mekanisme dan pranata sosial ekonomi yang berkembang di masyarakat lokat.
Interaksi sosial yang terjadi diantara mereka yang sedemikian intensif mampu menciptakan aturan-aturan
(berupa norma-norma an tata nilal masyarakat) untuk mengkoordinasikan aktifitas sctiap elemen
masyarakat yang mengarah kepada mekanisme daya intemal (self enforcing mecanism) tanpa campur
tangan pihak ketiga. Tentunya, hal tersebut akan lebih efisien. Dengan perkatuan lain, norma-norma yang
berkembang di masyarakat merupakan institusi informal yang dapat memberikan panduan kepada angpota
masyarakat ke arah pencapaian kerjasama sukarela.

Pengembangan ekonomi komunilas semakin penting terutama dalam konteks pemantaatan dan konservasi
sumberdaya perikanan laut yang bersifut umum. Ifal ini disebabkan karena apabila pemanlaatan dan
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pengelolaan dilakukan berdasarkan mekanisme pasar maka orientasi utamanya adalah pengambilan
keuntungan sebesar-besarnya dari pemanfantun lersebut.  Apabila dilihat bahwa sumberdaya tersebut
bersifat open access, muku degradasi sumberdaya akan terjadi dengan cepat karena tidak ada pihak yang
berkeinginan untuk memelihara (maintenace) maupun mengendalikan (controlling) terhadap sumberdaya
tersebut. Di lain pihak, apabila pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya tersebut diserahkan sepenuhnya
kepada pemerintah, maka biasanya akan mengalami inefisiensi. Hal ini disebabkan Karena lemahnya
struktur insentif yang dapat menciptakan motivasi dari birckrat untuk memberikan pelayanan, biaya
transaksi yang tinggi dalam hal memahami karakteristik masyarakat/sumberdaya lokal maupun dalam
memonitor pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya tersebut.

Disamping itu, pengembangan ekenomi komunitas juga dimaksudkan untuk menangkal penguruh-
pengaruh luar yang akan menggangguw/merusak tatanan yang telah dibangun. Beberapa kasus memudamnya
pelaksanaan pengetahuan tradissonal oleh masyarakat karena adanya pengaruh dasi luar yang memberikan
insentif yang lebih besar dalam jangka waktu yang relatif lebih singkat. Artinya, masyarakat disjak dan
digiring untuk melakukan upuyua-upays pemanfaatan sumberdaya secara pragmatis tanpa memperhitungkan
aspek keberlanjutan dari sumberdaya yang ada bahkan keberlanjutan usahanya itu sendiri. Kasus-kasus
penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, racun dan alat tangkap lain vang tidak ramah
lingkungan merupakan bukti betapa intervensi dari pihak luar dapat mendorong nelayan melakukan
penangkapan secara tidak bertanggung jawab dan melanggar norma/kearifan yang telah berkemnbung secara
turun temurun.
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